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RINGKASAN

PELAYANAN PERIZINAN DALAM MENDUKUNG
IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

Oleh:
Lilik Pudjiastuti, S.H., MH.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, penyelenégara
p!merintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan
tahggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi untuk melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahtei’aan
masyarakat dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan daerah yang
difumuskan antara lain dalam peraturan dae'fah, peraturan kepala daerah, dan
kdtentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah yang ditetapkan pemérintah daerah
d
dgpat mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan

03

lam rangka menunjang pembangunan ekonomi merupakan kebijakan yang

menunjang iklim dunia usaha di satu sisi dan di sisi lain kebijakan pemerintah
dderah harus dapat mengendalikan kegiatan usaha untuk melindungi
kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, izin merupakan salah satu
instrument yuridis yang paling banyak digunakan oleh pemerintah sebagai upaya
ngendalian. Dengan demikian system perizinan Banyak digunakan oleh
p merintah daerah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat di
syatu wilayah yang pengaturannya ditetapkan dalam figur- hokum Peraturan
erah.

Seiring dengan terjadinya pergeseran paradigm tentang desentralisasi
djalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dewasa ini terjadi pergeseran
janis dan fungsi izin, dimana fungsi izin bagi pemerintah tidak hanya sebagai
instrument untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas seseorang tetapi
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jugé sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak
dah retribusi daerah, sehingga dengan adanya desentralisasi mendorong
peTnerintah daerah menetapkan serangkaian peraturan daerah yang mengatur
tejtang perizinan yang diikuti dengan sejumiah persyaratan dan pungutan tanpa
mperhatikan maksud dan tujuan izin serta bagaimana prosedur pelayanan

izin.

Beranjak dari perubahan dalam pengaturan system perizinan daerah
tensebut, maka perlu dilakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah yang
mengatur jenis dan pelayanan perizinan di beberapa kabupaten/kota di Jawa
Timur, yaitu Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan
Pdmerintah Kabupaten Pasuruan dengan pertimbangan bahwa di wilayah
tefsebut dikembangkan beberapa usaha investasi dan industry sesuai dengan
visi dan misi daerah tersebut serta telah dibentuk Dinas Pelayanan Perizinan‘.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan
ménjadi kendala dalam pelayanan perizinan, sehingga pengaturan perizinan
yang merupakan implementasi dari Negara hukum modern dalam mencapai
ejahteraan rakyat dengan tetap pada supremasi hukum dapat tercapai..

iv
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ABSTRACT
LICENSE SERVICES IN SUPPORTING

GOOD BUSINESS CLIMATE

By :
Lilik Pudjiastuti, S.H., MH.

Pursuant to Local Govemment Act, the organizer of Local Government in
exécuting their duty, authority and obligation to develop people’s prosperity in society
must create specific policies for example district rules, regulatibns of district leader, and
other Lo;:al rules. The Local Govemment policies have to support not only the growth of

nomics but also support the business climate. Conversely these policies must control
the business activity, protect society's interest and the environment.

License is one of yuridis instrument mostly used by the government for control
mechanism; therefore, license system used for controling people’s activities in specific
relion is arranged in specific figure called Regional rules.

Nowadays, there are changes of decentralization paradigm in Local
Ggvernment about license function, it not only as yuridis instrument for government to

coptrol people activities but alsc as fund source for increasing local budget through
es and retributions; furthermore, decentralization push local government to make
ional rules which arrange about license followed with a number of condition and
levies regardless license purposes and objectives of license service procedures.
Based on those changes in the district license systems, specific reseach is
uired on district rules about license types and services in several sub-province and
govemnment in East Java for instance, Surabaya, Sub-province of Sidoarjo and sub-
province of Pasuruan. These places have been choose as samples of our reseach
cause in those district business investment and industry has develop very quickly
adcording to their vision and mission with formed License services on duty.
The reseach purpose is to find out supported factors whice become problems
in LIic:ense services, therefore license, as implementation from modemn law state, able to

reach people prosperiety based on the supreme law.

LAPORAN PENELITIAN PELAYANAN PERIZINAN DALAM... LILIK PUDJIASTUTI




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, karena hanya dengan perkenan, hidayah
pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan penelitian

yahg mengambil judul Pelayanan Perizinan Dalam Mendukung Ikiim Usaha Yang
Kgndusif.

Ide awal dari penelitian ini bahwa dengan banyaknya peraturan daerah
teftang perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana
pengusaha seringkali melakukan penggaran terhadap izin dan menganggap
bghwa izin-izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dapat menghambat
inyestasi. Dimana kendala tersebut disebbkan banyakanya jenis izin yang
hdmper sama, beban biaya yang cukup tinggi, pelyanan perizinan yang rumit
dgn adanya ketidakterbukaan dari pemerintah dalam penerbitan izin.
Terselesaikannya penelitian ini merupakan bantuan dari banyak pihak,
oleh karena itu perkenankaniah kami mengucapkan terima kasih kepada
Pimpinan Lembaga Penelitan dan Pengabdian Masyarakat Universitas
Aiflangga, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya, Kepala Bagian
Hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah
bupaten Pasuruan, serta pihak lain-lain yang tidak dapat disebutkan disini.
Tanpa adanya bantuan dari para pihak tersebut, tentunya penelman ini tidak
dapat berjalan sebagalmana mestinya.

Akhir kats, tiada gading yang tak retak oleh karena itu penulis sangat
berharap adanya kritik 'konstruktif dalam rangka perbaikan penelitian ini, karena
penulis sadar bahwa Laporari penelitian ini tentunya banyak kekurangan dan
salahan.

Surabaya, 20 November 2008

Penulis

LAPORAN PENELITIAN PELAYANAN PERIZINAN DALAM... LILIK PUDJIASTUTI




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTARISI
MAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN eeeereseeeeressesenneesessussssnssene i

RINGKASAN. .......ccoveeeeiiieeriesseeseesessssestessssssssssssmsssssessssssssnsasssnsassssssasessessssasassen il
ABISTRALK ...coeeeeeesireeeeresesessserrssssnnssssssacsesssssttassssssssassssssansessssssssssssssssnssesarasssss '
KAITA PENGANTAR.........ooteeiiriireneeersiasnrsestessesssssmesssesssnssssanasassasssssssasessssassanees vi
DAFTAR IS! coeeeeccveeieeereertessnresessnsssesssessnsosssssssessanssssesssnsssssmessasisssssssstsesasesesssns vii
|. |PENDAHULUAN .

1.1 Latar Belakang Penelitian.............cceeeeenuenecnninenscnincineniinesesessnnne 1

1.2 RUMUSAN MASAIAN .....eereeeeereeeiirrneseieiriiieenntertrsstssssssnnnssessunnasasssssenenenes 5
IL [TINJAUAN PUSTAKAL.......cooeeeeerercrecrestssseissnseessssssessssanesssnssasessrasasamsassscsesss 6

2.1. Pengaturan Sistem PeMZINAN ...........cc.ccoiuuerumeemsersessssmesssssssssssssseaseane ...6

2.2. Prosedur PENemitan IZiN .........oo...eeessreesssseccesseecessesssnsccs S 8
ill.[ TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian............ccoevivenierenrninenecncneiinccssnisneins s 14

3.2. Manfaat Penelitian.........ccceeeveeerrccineencciniieccninteeecsieeaseseescnsntessneecanaens 14
IV METODE PENELITIAN. ..........cooorvevmmenenesssensesssssssssssssesssssaasesssssssessssanscssess 15

4.1. Pendekatan Masalah .........c.coeveeieiiiiccinnniniininnniinieesieeissssesssaensnessesess 15

4.2. SUMbBEr DAa .....cccooviiimrammreercremeriircssssssssantsssssssssesssasersnnansssonsaasasoss 15

4.3. Teknik Pengumpulan Data ................... rrssstster s r s e 16

4.4. Pengolahan dan Analisis Data .............. n ......................... 16
V.|HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Wewenang dan Kelembagaan Dalam Pelayanan .............c............ 18

Perizinan di Kabupaten/Kota ..........cocooiiiiniiiiiiiaieniniiieaenns 18

5.2. Model Pelayanan Perizinan ..........ccccceermeninieeseeiensocceneiscssucsssssnennncns 35
VI{ KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPUIAN.....ceeeeeeeireecriiiinitiireresse s sne s tsssssasnssessnmsanssnssestisassnssasas 40

B.2 SAIAN......cccvrrerrrrrirerreeessssssnssnrersssssssssraesessssssssassansanssssansesessssnnisesssaansesss 41
DAFTAR PUSTAKAL.......vvieiiiiciiiirreetessiesassnesssssosssasesisssnsssssasssssnsrasssssnsssansssssness 43

vii
LAPORAN PENELITIAN PELAYANAN PERIZINAN DALAM... LILIK PUDJIASTUTI




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB |
PENDAHULUAN

| LATAR BELAKANG PENELITIAN

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan
dang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana
dang-undang tersebut telah memberikan perluasan wewenang/otonomi kepada
merintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Hal ini
srupakan bagian dari tujuan pembentukan pemerintahan negara untuk memajukan
sejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang
isal 1945. Dengan demikian pembangunan ekonomi perlu dikembangkan untuk
nciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang
rkelanjutan, meningkatkan kapacitas dan kemampuan teknologi nasional dan
>ndorong pembangunan kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
lam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, penyelenggara

merintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan
ggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih
ggi untuk melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan
asyarakat dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan
tara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keteﬁtuan daerah
nnya. Kebijakan daerah yang ditetapkan pemerintah daerah dapat mendorong
rkembangan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan menunjang iklim dunia usaha
satu sisi dan di sisi lain kebijakan pemerintah daerah harus dapat mengendalikan
giatan usaha untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, izin merupakan salah satu instrumen
ridis yang paling banyak digunakan oleh pemerintah dalam upaya melakukan
ngendalian, karena izin adalah persetujuan dari pemerintah berdasarkan
raturan perundang-undangan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari
tentuan larangan. Dengan demikian sistem perizinan banyak digunakan oleh

=2 ' 1 ?' ¥
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nefintah daerah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha di suatu
aygh yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah
1 ketentuan daerah lainnya.

Namun dalam praktek sekarang. ini, fungsi perizinan sebagai upaya
ngendalian oleh pemerintah daerah telah dikembangkan menjadi salah satu upaya
uk| meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pengembangan kebijakan ini
asarkan pada beberapa peraturan yang mendukung, yaitu :

Urldang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapat asli daerah adalah pajak dan

refribusi;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Pajak dan retribusi Daerah, dimana jenis retribusi daerah meliputi
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
Berdasarkan pada kedua Undang-Undang tersebut- dan peraturan
laksanaannya, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan berbagai jenis
1 yang digunakan sebagai upaya pengendalian pembangunan sekaligus sebagai
aya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. melalui perizinan, yaitu dengan
naggenakan retribusi terhadap penetapan izin. Hal ini disesuaikan jenis retribusi
bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
erah dan Retribusi Daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha
n [retribusi perizinan tertentu. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka
merintah daerah banyak menetapkan berbagai izin yang dapat dikenai retribusi.
nyiknya jenis izin dan biaya retribusi dapat mempersulit dan mengganggu
gialan usaha, dimana formalitas usaha memeriukan banyak izin, tetapi hanya
dikit yang diperlukan untuk kepentingan publik, sehingga surat izin dari satu badan
na$) tumpang tindih dengan izin dari badan (dinas) yang lain tetapi diperiukan
usaha yang sama.

Seiring dengan bergesamya paradigma tentang desentralisasi dalam
nyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dewasa ini terjadi pergeseran fungsi

Iimana fungsi izin bagi pemerintah tidak semata-mata sebagai instrumen untuk

tu

",
»:ndarahkan dan mengendalikan aktivitas masyarakat tetapi juga sebagai sarana

2
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uk| meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi.
masalahan ini tidak hanya disebabkan oleh adanya désentralisasi, tetapi juga
asarkan pada pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah,
yagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-
dang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
-atyran pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
ak| Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

erah
Selain kewenangan penetapan izin yang bermacam-macam, prosedur

olghan izin sering menjadi kendala dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif,
tu proses perizinan yang berbelit-belit dan memeriukan dokumen persetujuan
komendasi) yang tidak perlu, ditambah penetapan biaya yang tidak transparan,
ang rasionalitas dan sangat sulit. Berdasarkan survey yang dilakukan BIGS
)02) mencatat hanya 20% izin di area survey yang dikeluarkan dengan layanan

u gtap.!

Dengan adanya kelemahan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Undang-
dahg Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modai dan Peraturan
merintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana
jug peraturan tersebut berorientasi terhadap ketentuan yang memberikan fasilitas
ta| kemudahan pelayanan perizinan dalam investasi. Kemudahan pelayanan
m;Eahan perizinan ini dilakukan melalui Pelayanan perizinan satu atap (One Sfop
).

Kebijakan kemudahan pelayanan perizinan yang"dapat menunjang iklim
ahg yang kondusif harus ditindaklanjuti oleh kebijakan yang dilakukan oleh
merintah Kabupaten/Kota, karena kewenangan penetapan izin banyak dilakukan
h faparat di Kabupaten/kota. Selama ini pelayanan satu atap sudah menjadi
ga -bemerintah Kabupaten/Kota yaitu dengan melakukan pembenahan dan
rombakan manajemen perolehan izin. Namun kebijakan pelayanan satu atap yang
rtujuan mempermudah masyarakat untuk mengurus segala keperiuan yang berkait

! David Ray, Desentralisasi, Reformasi Peraturan dan Iklim Usaha, Makalah, Jakarta, 2003, h. 10.
3
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gdn perizinan dinilai belum optimal. Beberapa indikator yang menyebabkan
sijakan ini belum optimal adalah :

Lalanan satu atap tidak diberlakukan untuk semua izin yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kota,;

Layanan satu atap hanya untuk mengajukan dan mengambil izinnya, sedangkan
rosesannya masing di masing-masing dinas yang memiliki ketentuan yang
befbeda-beda;

anan satu atap belum dapat menjamin kepastian terhadap waktu perolehan

izif. .

Kdntor Pelayanan Satu atap dinilai niasyarakat sebagai kantor yang penuh calo,
baik dari orang luar maupun aparat instansi tersebut.

Kenyataannya reformasi birokrasi di bidang perizinan hanya dilakukan
rngdt dangkal, terbatas pada pembentukan lembaga baru, melakukan regulaéi dan

rizinan diharapkan dapat mengubah perilaku aparat, baik dalam pembentukan
julasi dan pelaksanaannya sesuai dengan standarisasi pelayanan perizinan.

Berangkat dari latar belakang inilah, akan dilakukan suatu kajian dan
nelitian terhadap pelayanan perizinan oleh lembaga pemerintahan yang dapat
sndiptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung dunia usaha untuk

sndiptakan kesejahteraan masyarakat.

2 Rohman Taufiq, 368 Perda Jawa Timur Hambat Investasi, Tempo Interaktif, 1 Agustus 2007
4
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Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut di atas, permasalahan

kok|yang dikemukakan dalam peneltian ini adalah :

1. |Bagaimana wewenang pelayanan perizinan di beberapa Kabupaten/Kota

wilayah Jawa Timur?

2. Bagaimané model pelayanan perolehan izin yang dapat menunjang iklim

usaha yang kondusif?

LAPORAN PENELITIAN
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

Pengaturan Sistem Perizinan

lzin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang
u peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari
entiian-ketentuan larangan perundang-undangan.3 Sesuai dengan pengertian izin
seblt, maka izin berfungsi sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin
uk | melakukan aktivitas yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-
jangan.

Selain sebagai sarana kepastian hukum, izin digunakan sebagai sarana. bagi
nefintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat menganggu hak
ng [lain atau lingkungan. Sehingga izin juga merupakan instrument yang biasa
akdi di dalam bidang Hukum Administrasi dengan maksud dan tujuan untuk
mpengaruhi para warganya agar supaya mengikuti cara yang dianjurkan guna
ncdpai tujuan yang konkrit.* Hal ini sesuai dengan motivasi untuk menggunakan

Pepgarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin
berdasarkan "Drank-en Horecawet” dimana pengurus harus memenuhi syarat-

? Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1994, h. 2 dikutip dari N.M.
It & J.B.J.M. Ten Berge, InleidingVergunningen recht, Utrecht, 1994.

4 Tatik Sri Djatmiati, “Prinsip Izin Usaha industri di Indonesia”, Disertasi, Program Pascasarjana
versitas Airlangga, 2004, h. 1

* Philipus M Hadjon, op.cit, h. 1.
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Izin pada prinsipnya adalah suatu hak, namun pelaksanaan hak tersebut periu
endalikan agar tidak mengurangi hak orang lain, oleh karena itu perlu ada
agajuran perizinan dalam suatu produk hukum. Dengan demikian pemberian izin
h pemerintah kepada seseorang atau badan merupakan suatu pembatasan untuk
laksanakan hak yang dimilikinya. Sesuai dengan muatan materi peraturan
runlang-undangan, maka produk produk hukum yang dapat mengatur masalah
izifan adalah produk hukum yang mendapat persetujuan dari wakil rakyat (DPR
u OPRD) sebagai kristalisasi dari persetujuan rakyat.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (undang-undang sampai
raturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) pada dasamya adalah
rancang sebuah norma (pedoman tingkah laku) dalam perundang-undangan.
rarl umum tentang bagaimana merumuskan ‘norma dalam aturan hukum

embkakan oleh Bruggink sebagai berikut:

ngdolongan umum norma/kaidah perilaku adalah sebagai berikut:

Pefintah (gebond), ini adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
Lafangan (verbond), ini adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
Pembebasan (vrijsteling, dispensasi), ini adalah pembolehan (verlof) khusus
untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diperintahkan;

Izin (toestemming, permisi), ini adalah perbolehan khusus untuk melakukan
s

|
eIuatu yang secara umum dilarang.®

Sesuai dengan ajaran umum tentang perumusan norma/kaidah hukum, maka
lam] penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan
rus memuat hal-ha! yang meliputi :

nofma kewenangan, yaitu norma yang memuat tentang keabsahan pemerintah
unfuk melakukan tindakan pemerintahan dalam menetapkan izin. Normma

kewenangan yang diatur dalam peraturan meliputi :
- |Instansiflembaga yang berwenang menetapkan izin;
- |Prosedur perolehan izin;

- |Substansi kegiatan yang wajib mendapatkan izin

¢ Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, (terjemahan Arief Sidharta), Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994,
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Nofma perilaku, yaitu kaidah hukum yang dilakukan oleh pemegang peran atau
orgn/masyarakat yang wajib menjalankan peraturan. Norma perlikau yang dimuat
dalam peraturan meliputi: .

- |perintah yang berisi kewajiban bagi pemegang izin untuk melakukan hal-hal
yang diatur dalam ketentuan, persyaratan dan pembatasan yang melekat
pada izin (misal kewajiban bagi pemegang izin untuk membayar retribusi),

- |larangan yang berisi kewajiban bagi pemegang peran untuk tidak melakukan
sesuatu yang dilarang (misal dilarang membuang limbah cair ke sungai);

- |dispensasi yang berisi pembolehan khusus bagi pemegang izin untuk tidak
melakukan perintah yang terdapat dalam ketentuan, persayaratan dan
pembatasan yang melekat pada izin (misal pembebasan bagi pendirian
bangunan sosial untuk membayar retribusi);

- |izin yang berisi perbolehan khusus bagi pemegang peran (oranglm.asyarakat)
untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang (dilarang mendirikan
bangunan, kecuali dengan izin). _

Pehgaturan penegakan hukum bagi pelanggaran norma larangan dan noma
petintah yang diatur dalam peraturan tentang izin. )

) Prosedur Penerbitan Izin
Di dalam konsep perizinan sangat diperiukan pengembangan pelayanan
blic yang berdasarkan Citizen’s Charter menegaskan pada prinsip-prinsip tentang

bliclservice:”

THe setting and improvement of standarts (perumusan perbaikan standart
pelayanan);

THe creation of greater openness and provision of public information
(keterbukaan yang luas dan peraturan tentang informasi public);

e provision of choise by the sector whenever practicable (pilihan aturan yang
dapat diterapkan),

e observance of the non discrimination principles (prinsip ketaatan pada asas
tanpa ada diskriminasi);

Adcessibility of services (asas pelayanan),

7Rodney Austin dalam Peter Leyland and Terry Woods, Administrative Law Facing the Future: Old
atrains and new Horizons, Blackstone Press Limited, London, 1997, h.20-21

8
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The charter requires public service providers to give a good explanation or an
agology when thing go wrong and to have a well publicized and readily available
mplaints procedure (asas pemberian alasan atau meminta maaf apabila ada
kekeliruan dan menyebabkan menyediakan publikasi yang baik dan prosedur
pangaduan yang mudah.

Prinsip ini merupakan aplikasi dari teori negara hukum modem, dimana
at perpaduan antara konsep Negara hukum (rechtsstaat) dan konsep Negara

mefintahan, sedangkan pembentukan negara kesejahteraan® bertujuan
katkan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian pelaksanaan perizinan di
investasi merupakan intervensi Negara dalam transformasi ekonomi, hal ini
rlu dilakukan dengan maksud :

Infervensi Negara diperiukan untuk mengoreksi kegagalan pasar;
tika pasar gagal dapat mendorong industry atau pembangunan ekonomi;
Keterlambatan industrialisasi tidak mungkin dapat berkembang tanpa intervensi
Negara secara efektif.
Dalam asas-asas umum prosedur perolehan izin dan sesuai dengan ruang
gkup pemerintahan, maka pemerintah melakukan tindakan menetapkan izin harus
»mperhatikan upaya perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun
yresif, agar izin dapat menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya dalam
slakbikan aktivitasnya.
Upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam prosedur perolahan
rupa peran serta, yaitu peluang bagi masyarakat untuk berperan serta melalui
iprapk (keberatan) sebelum izin ditetapkan, sedangkan perlindungan hukum yang
sresif adalah dengan adanya peluang banding atau gugatan jika izin dianggap
srugikan masyarakat® Namun semua kebijakan partisipasi tersebut dapat
aksanakan bila ditunjang adanya keterbukaan (transparansi) dalm prosedur
pan izin.
Dalam prosedur penetapan izin harus disesuaikan dengan Asas-asas Umum
oseflur Perolehan lzin, yaitu:

tl#Philipus M Hadjoﬁ, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina limu, 1999, h.3
9
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ermohonan;,
rara Persiapan & Peran Sera

Pemberian Keputusan yang dapat berupa:

Permohonan tidak dapat diterima;
Permohonan ditoalk; atau

Permohonan dikabulkan
isunan Keputusan
bngumuman keputusan

1d

tSU'Ii dengan asas-asas umum prosedur perolehan izin, maka proses perolehan

pat digambarkan seperti bagan dibawah ini:

PERMOHONAN
| KEBERATAN |
| PENCIJLAKAN | PENERBITAN IZIN |
IZIN BERSYARAT PENYAMPAIAN IZIN KEPADA |

SI PEMOHON (Pihak 1)
I

PENGUMUMAN (Untuk
kepentingan Pihak Itl) Relevansi :
Pasal 55 UU No, 5/1988

| BANDING/GUGATAN

} Pelayanan Publik sebagai Sarana Menuju Good Governance

Secara umum karakteristik dan nilai yang melekat pada praktik good

verhance meliputi :

Praktik good govemance memberl ruang kepada actor lembaga non pemerintah
ujtuk berperan secara optimal dalam kegiatan pemerintahan, sehingga

10
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memungkinkan adanya sinergi di antara actor dan lembaga pemerintah dengan
ngn pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar;
Praktik good govemnance terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat
lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti
efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting.
Praktik good govemnance adalah piaktik pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN serta serta berorientasi pada kepentingan publik.

Pelayanan public merupakan indicator dalam mengukur praktik good
verhance, karena penyelenggaraan pelayanan public sangat mudah dirasakan
h warga dan masyarakat luas. Pelayanan public yang efisien, non diskriminatif,
rdaya tanggap tinggi, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dapat dinilai dan
kurl secara mudah merupakan indicator positif untuk menilai praktik good
verpance.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daeran, peluang untuk

ingembangkan pelayanan public yang aksessabel dan fepat sasaran perlu
ndapat perhatian yang serius. Langkah ini diambil untuk menangkap filosofi
momi daerah yang salah satunya adalah mendekatkan pelayanan kepada
isydrakat. Dengan demikian persoalan-persoalan yang menyangkut pelayanan
blic| di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan pemerintahan
endah pemegang otoritas otonomi, periu mengimplementasikan dengan jelas dan
>aik-baiknya. Kejelasan peta masalah menjadi sangat penting untuk acuan
ngembangan program pelayanan public pada masing-}ﬁasing daerah dan pada
nua skala levei.

Salah satu instrument untuk mengendalikan aktivitas masyarakat dalam
nia |usaha agar dapat mencapai kesejahteraan umum adalah melalui system
inzjnan. Keabsahanan tindakan pemerintahan dalam system perizinan meliputi:

weéwenang,
substansi; dan
prpsedur.
pekl prosedur yang merupakan asas legalitas formal merupakan mekanisme bagi
mefnjntah dan masyarakat dalam proses penerbitan izin. Dengan demikian aspek

11
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'Odeur sebagai salah satu aspek keabsahan tindakan pemerintah dalam

rbitan izin berkaitan erat dengan pelayanan public di bidang perizinan.
Keberadaan izin sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat, karna
u sisi izin berfungsi sebagai instrument bagi pemerintah untuk mengendalikan

tivitas warganyanya dan di sisi lain izin merupakan legitimasi masyarakat untuk

elakukan aktivitas yang dikendalikan oleh pemerintah melalui norma larangan

raturan  perundang-undangan. Mengetahui fungsi yang sangat penting, maka

layanan yang efiensi dalam penerbitan izin sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Efisiensi pelayanan public di bidang perizinan seringkali harus dilakukan

ngan cara pembaharuan lembaga yang melakukan tugas pelayanan di bidang

3riz

inan atau jargon yang sangat popular yaitu minimalisasi struktur dan

timalisasi fungsi, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41

xhun 2007 tentang Organisasi Perangka Daerah yang mengatur adanya

sta

ng

nsi/Lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu. Selain itu efisiensi juga dilakukan

an memperbaharui system dan prosedur pelayanan, penempatan staf pada

sisi yang tepat, memperbaiki manajemen SDM (Sumber Daya Manusig), dan

=m

perbaiki system imbalan dan hukumam terhadap petugas yang mzlaksanakan

gas|pelayanan di bidang perizinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Center for Public Policy

udies (CPPS) tentang pelayan public di Jawa Timur menunjukkan adanya

ng

akuan bahwa sedikit banyak perilaku birokrasi sudah mulai terjadi, khususnya di

rrabaya, Gresik dan Lamongan.’ Sebagian besar kalangan mengakui birokrasi

ah

lebih bertindak sebagai pelayanan daripada minta dilayani (62% berbanding

%), tidak lagi berbelit-belit dalam memberikan pelayanan (72% berbanding 28%),

rta

rba

ba

lebih banyak menyatakan birokrasi tidak lagi meminta uang pelican (60%
ding 40%), tetapi belum ada keyakinan bahwa birokrasi telah benar-benar
sr korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam sebuah masyarakat dan ekonomi yang semakin digerakkan oleh

vasi teknologi, birokrasi di Negara-negara berkembang harus berhadapan dengan

orum Kajian AMbtenaar Provinsi Jawa Timur, Pelayanan Publik, Dari Dominasi ke Partisipasi, Airlangga
iversity Press, 2006, h. 90
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se$ tuntutan yang jamak, yaitu efisiensi, produktivitas,' akses rakyat terhadap
onvjasi yang ada dalam birokrasi serta tuntutan kepastian dan rasa aman dan rasa
aman. Dengan demikian pelayanan public, khususnya di bidang "berizinan periu
embangkan inovasi teknologi agar dapat menunjang proses penerbitan izin yang
nsparan, efisien, dan memberikan kepastian prosedur perolehan izin. Dalam
rkembangan sekarang ini e govemment berhasil menjadi alternative yang umum
erapkan di Negara yang sedang berkembang dalam reformasi pemerintahannya.

13
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BAB il
TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

| Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa peraturan daerah tentang

ngaturan dan prosedur perolh’a'n izin serta mengetahui mekanisme pembentukan
raturan daerah yang mengatur kebijakan sistem perizinan sesuai dengan Undang-
darjg Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan' Peraturan Perundang-
dangan dan asas-asas umum pembentukan peraturan, khususnya pembentukan

raturan daerah. .

) Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi model pelayanan
rizinan yang dapat mudah dilaksanakan oleh masyarakat dan mendukung ikiim
niajusaha dengan tetap memperhatian fungsi izin sebagai sarana yang digunakan
mefintah untuk mengendalikan aktivitas masyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi berupa hasil penelitian
ng dapat digunakan rujukan (Text Book) dalam perkuliahan Hukum Perizinan.

14
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BAB IV
METODE PENELTIAN

. Pendekatan masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan penelitian ini merupakan
itian hukum normatif yang didukung data empirik. Sebagai penelitian hukum
rmatif pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan
lukyng data empirik. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari

me¢ahan atas isu hukum. Hasil yang dicapai adalah memberikan preskripsi
3ngenai apa seyogyanya atas isu diajukan.

). Sumber data
Dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum dan data lapangan (data

pirik) yang menunjang bahan hukum. Bahan hukum dibedakan dalam bahan

kum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi aturan-aturan hukum yang

ualffikasikan dalam peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang
i |kewajiban dalam menetapkan izin dan menarik retribusi yang dimiliki
metliintah kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi :
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangari;
Unidang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarg Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Pe¢raturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

15
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Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini berbagai
iimiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, ensiklopedi, jurnal-jurnalilmiah dan
in (media massa) harian atau berkala di bidang hukum. Dalam hal ini

usysnya berkaitan dengan pengaturan perizinan.

alip

Data empirik (lapangan) yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini
iti prosedur atau tahapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam

smibentuk peraturan daerah tentang sistem perizinan di beberapa wilayah Jawa
nuf yang dijadikan sample untuk penelitian. Pemerintah Kabupaten/Kota yang
an (dijadikan sample adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten
isufuan. Alasan wilayah tersebut dijadikan sample penelitian adalah di wilayah

rse
isi @

ut dikembangkan beberapa usaha investasi dan industri sesuai dengan visi &

aerah tersebut.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpuian bahan hukum primer dan sekunder dilakukan melalui prosedur

rba

rds
rrat
lak

ng

enTkasi dan inventarisasi dengan menggunakan sistem kartu (card system) vang

i atas tiga kartu, yaitu : kartu ikhtisar, kartu kutipan, dan kartu analisis. "’

Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum, kartu-kartu termaksud disusun
sarkan subyeknya: nama pengarang atau nomor dan tahun pengundangan
ran perundang-undangan, sedangkan dalam penguraian dan pengkajian
kan berdasarkan obyeknya : rumusan masalah dan tema-tema analisis sesuai
n topik pembahasan.

Pengolahan dan analisis data
Bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah secara kualitatif melalui proses

s;nalaran hukum (legal reasoning) yang logis sistematis. Penalaran hukum ini

laku

kan dengan mempraktekkan kekhasan logika dalam ilmu hukum normatif

97, 4.

19 Winamo Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah, Dasar, Metode,dan Teknik, Transito, Bandung,
36.
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ndar pada : hakekat hukum (the nature of laws), sumber hukum (the source of

v), dan jenis hukum (the lends of law)’".

er

Dengan demikian langkah-langkah analisis terhadap bahan hukum yang

leh atas dasar langkah-langkah berpikir secara sistematis untuk memperoleh

nalaran yang komprehesif atas pokok masalah yang dijédikan titik tolak penelitian

np

snulisan.

! philipus M. Hadjon, Pengkajian Iimu Hukum Dogmatik (Normatif), Yuridika No. 6. Thn.IX

vember — Desember Tahun 1999.
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BAB V
HASIL DAN ANALISA

. ENANG DAN KELEMBAGAAN DALAM PELAYANAN PERIZINAN DI
r:;vUPATENIKOTA

Seiring dengan bergesamya paradigma tentang desentralisasi dalam
nydlenggaraan pemerintahan daerah, maka dewasa ini terjadi pergeseran
wenangan pemberian izin, yaitu izin yang penetapannya berdasarkan asas
korl{sentrasi (Kewenangan Pemerintah Pdsat) kemudian diberikan berdasarkan
lak:
salfiya Surat 1zin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri dsb. »

Sasuai dengan Tujuan Nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan
JD 1945, tujuan Negara adalah menciptakan kesejahteraan rakyatnya secara

anaan asas desentralisasi (kewenangan pemerintah Kabupaten/kota),

Keberadaan Pemda untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara
demokratis

Kesejahteraan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human
Development Index), dengan indikator utamanya (i) penghasilan; (i) kesehatan;
dan (jii) pendidikan.

Uptuk merningkatkan pencapaian HDI dilakukan melalui pelayanar publik yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat

sbutuhan masyarakat terdiri dari : (i) Kebutuhan Pokok (Basic Needs); dan (ii)
sbutuhan Pengembangan Sektor Unggulan (Core Competences). Sektor
Iggulan dapat diidentifikasi dari sintesis PDRB, mata pencaharién, dan

)

manfaatan lahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
serdh, penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada asas
isenjtralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Politik hukum dari Undang-

u
p
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darlg Nomor 32 Tahun 2004 lebih mengarah pada pelaksanaan asas
senjralisasi, hal ini dapat diketahui dengan banyéknya izin-izin yang semula
aksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi menjadi kewenangan daerah sebagai
nlisti asas desentralisasi. Sebagai contoh jenis-jenis izin yang diselenggarakan
h Remerintah Kabupaten/Kota sebagai realisasi dari asas desentralisasi, sesuai
ngah sampel penelitian ini yang dilakukan pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota, maka
pat terlihat dalam tabel di bawah ini.

Perizinan di Kota Surabaya (1999 — 2007)

Jenis lzin . Dasar Hukum| lzin yang menjédi Ketentuan
prasyarat Finansial
izih Pemakaian Tanah PerdaNo.1Th. | — Retribusi
1997
Izih Mendirikan Perda No. 7 Th. | FC Izin Lokasi Retribusi
Bgngunan 1997 FC SIBP .
I1zih Peruntukan Perda No. 11 Th. | Luas tanah & Retribusi )
Pgnggunaan Tanah 2000 peruntukan tanah
Izih Usaha Industri PerdaNo.3Th. | FCIMB Retribusi
SIUP, TD Gudang, TDP, | 2002 FC 1 Gangguan/SITU
i1zin Pameran
Izih Penanaman Modal
Retribusi
Izih Pemakaian Ruang Perda No. 7 Th.
Tedrbuka Hijau 2002
Izip Usaha Bidang | PerdaNo. 12 Th | FCIMB Retribusi
Kdsehatan 2003 FC | Gangguan/SiTU
lzih Penebangan Pohon | Perda No. 18 Th. | — o Retribusi
‘ 2003
Izih Usaha Pemindahan Perda'No. 22Th. | FCIMB Retribusi
Kéndaraan Bermotor 2003 FC lzin GangguanSITU
Izih Gangguan PerdaNo.1Th. | FCIMB Retribusi
2004
izin Pembuangan Air Perda No. 2 —_ e
Libah Tahun 2004
Pgrizinan di Bidang PerdaNo.7 Th. | — Retribusi
Pamakaman 2004
Izih Pemanfaatan Satwa | PerdaNo.2Th. | — Retribusi
& fumbuhan 2005
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Igin Perencanaan Perda No. 2 Th. FC IMB Retribusi

Bangunan Gedung 2005 FC lzin Gangguan

izin opreasional & usaha | Perda No.7 Th. | FCIMB, FC [zin Retribusi

Renyelenggaraan 2006 Pemakaian Jalan, FC

Angkutan Orang Izin Pemakaian RTH

Izin Reklame Perda No. 8 Th. FCIMB Retribusi
2006 FC lzin Gangguan

Izin Usaha Perikanan & Perda No. 6 Th. SIP|, SIKPI, & SIPJK Retribusi

Helautan 2007

1zin Usaha Pariwisata PerdaNo.4Th. | FCIMB Retribusi
2008 FC HO/SITU

Perizinan Yang Dikenai Retribusi di Kabupaten Sidoarjo

(2001 — 2008)
Jenis {zin Dasar Hukum| Izin yang menjadi Ketentuan
prasyarat Finansial
12in Gangguan Perda No. 26 Th. | FC IMB Retribusi
2001
Izin Trayek Perda No. 27 Th. | FCIMB Retribusi
2001 FC | Gangguan/SITU
I2in Usaha Perda No. 28 Th. | FCIMB Retribusi
2001 FC HO/SITU,
I2zin Reklame PerdaNo.6Th. | FCIMB Pajak
2008
i2in Usaha Pariwisata Perda No. 10 Th. | FCIM8 Retribusi
2008 FC HO/SITU,
I2in Usaha Jasa Perda No. 11 Th. | — Retribusi
nstruksi 2008
1zin Mendirikan Perda No. 16 Th | FC Izin Zoning Retribusi
ngunan 2008
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Perizinan Yanq Dikenai Retribusi di Kabupaten Pasuruan

(1998 — 2007) -
Jenis Izin Dasar Hukum| Izin yahg menjadi Ketentuan
Prasyarat Finansial

Izin Gangguan Perda No. 13 Th. | FC IMB Retribusi

1998
Izip Trayek Perda No. 16 Th. | FCIMB Retribusi

1998 FC HO/SITU
Izih Mendirikan PerdaNo.6Th. |—— ' Retribusi
ij\gunan 2002
Izih Usaha Pariwisata PerdaNo.8Th. | FCIMB Retribusi

2002 FC HO/SITU
Périzinan Bidang Industri | Perda No. 12 Th. | FC IMB Retibusi
& Perdagangan 2002 FC HO/SITU :
Périzinan Tenaga PerdaNo. 18 Th | FCIMB Retribusi
Ke¢sehatan & Sarang 2002 FC HO/SITU
Kg¢sehatan Swasta
Izin Reklame PerdaNo.3Th. | FCIMB .Pajak

2005
Périzinan Bidang PerdaNo.5Th., | —- Reklame
Kgsehatan 2005

»

Salah satu dampak dari desentralisasi adalah banyaknya jenis-jenis izin yang
an oleh pemerintah kabupaten/kota atau yang dapat disebut sebagai izin

enyederhanaan prcses perolehannya, namun pada akhimya tetap

»agai
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Persetujuan Prinsip (14 hr)
Izin Lokasi (12 hr)
IMB (14 hr)
Izin HO (33 hr)
AMDAL/UKL & UPL (75 hr)
Tealah membangun pabrik serta sarana untuk siap produksi
lzih Usaha Industri (35 hr)
Jyumlah E (183 hr)

Rada prinsipnya penyelenggaraan desentralisasi memiliki 2 (dua) tujuan utama
itu:
Tdjuan Demokrasi yaitu memposisikan Pemerintah daerah sebagai instrumen
pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang
tethadap pendidikan politk secara nasional untuk mempercepat terwujudnya

masyarakat madani/civil society.

Tujuan Kesejahteraan yaitu mengisyaratkan Pemerintah daerah untuk
menyediakan pelayanan publik untuk masyarakat lokal secara efektif, efisien dan
elﬁonomis.

Namun pada prakitek pelaksanaan desentralisasi yang direformasikan pada
wn [ 1999, telah membawa dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan
eral), khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi publik.
bagaimana dalam tabel di atas terlihat bahwa kebijakan desentralisasi dikuti
ngah banyaknya pergeseran fungsi izin, dimana fungsi izin bagi pemerintah tidak
mata-mata sebagai instrumen untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas
isyarakat tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
lalyi pajak dan retribusi. Menurut N.M. Speit & J.B.J.M. Ten Berge syarat-syarat
uangan (finansial) dapat mengikuti penerbitan izin, ditetapkan dalam dua bentuk,

tu:
sehagai syarat yang mendahului pemberian izin;
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sebagai ketentuan pada izin yang menetapkan kewajiban untuk membayar

sejumlah uang.'?

netapan keuangan atau ketentuan finansial oleh pemerintah pada prinsipnya
us [memenuhi kriteria yang sama seperti pada pembenan ketetapan perizinan.
netapan ketentuan keuangan dalam sistem perizinan harus memenuhi beberapa
rsydratan yang meliputi :

Dehgan memenuhi syarat tertentu sebagai sumbangan langsung pada tujuan
yang mendasari izin, namun syarat tersebut tidak boleh menimbulkan
peftentangan dengan larangan detournement de pouvaoir;

Demi kepentingan umum pemberian izin memeriukan pungutan sejumlah uang;
Sepagai realisasi perlindungan hukum penetapan ketentuan keuangan digunakan
unfuk kompeﬁsasi atau ganti rugi.

Dengan diperbolehkannya ketentuan keuangan dihubungan dengan
netapan izin, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu, maka periu diatur
ntuf penentuan penarikan keuangan fersebut. Berdasarkar: penjelasan di atas
ntuk kententuan keuangan ditentukan dalam bentuk syarat yang mendahului izin
n/atau kewajiban dalam izin yang mengharuskan untuk membayar sejumlah uang.

Pengaturan pungutan keuangan yang mengikuti penerbitan izin dilegitimasi
ngah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
erah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan
raturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
jak (Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
erah.
Dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah ditetapkan jenis-jenis
jak |dan retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai
mbeér Pendapatan Asli Daerah. Jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang
pat|dipungut oleh Daerah Kabupaten/Kota dapat dinyatakan dalam skema di

walj ini:

2 philipus M Hadjo, op.cit. h. 45
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UU 18/1997 jo UU No. 34/2000
: . S
I , |
Pajak DaerahJ . Retribusi DaerahJ
} |
nsi: Jasa Umum:
l;ropplzs & KAA 1. Ret. Pelayanan Kesehatan.
' 2. Ret, Pelayanan Persampahan/Kebersthan.
2. BBN-KB & KAA 3. Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil.
3. PBB-KB 4. Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
4. Paiak Ai 5. Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Fajak Alr 6. Ret. Pelayanan Pasar.
7. Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor.
. 8. Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebarakan.
:(al;'/.K:t:I' tel 9. Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta.
- Fajak hote 10.Ret. Pengujian Kapal Perikanan.
2. Pajak Restoran Jasa Usaha:
i 1. Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah.
3' I;ajat :'ll)(‘."an 2. Ret. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
. Pajak Reklame 3. Ret. Terminal.
5. PPJ 4. Ret. Tempat Khusus Parkir, dst. s.d. 13.
i Perizinan Tertentu:
g' :a‘!at gal;(ain ¢ 1. Izin Mendirikan Banguna (IMB).
- Fajak rarkir 2. Izin Gangguan (HO).
3. Izin Tempat Penjualan Minuman Beratkohol.
Khusus Daerah Kab./Kota, 4, 1zin Trayek.
dapat menetapkap jenis
pajak baru sepanjang Baik Propinsi maupun Kab./Kota dpt menetapkan jenis
L"‘i::“g:::: m“uﬁm retribusi baru sepanjang memenuhi kriteria yang
ditetapkan dim UU 34/2000 [Psl. 18 4)}.
34/2000 [Psl. 2 ayat (4. etapkan dim SU 34/2000 [Psl. 18 ayat €

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Uri;jang Nomor
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1007
tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan kriteria penarikan Pajak
erah dan Retribusi Derah, baik Reribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan
triblisi Perizinan Tertentu. Kriteria tersebut dapat ditunjukan dalam tabel dibawah
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Kriteria Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah Retribusi Daerah

. Jasa Umum:
Bersifat pajak dan bukan retribusi 1. Bersifat retribusi jasa umum
Objek terletak di wilayah Daerah yang| 2. Merupakan kewenangan Daerah
bejsangkutan dan mempunyai 3. Memberikan manfaat khusus bagiJ
mobilitas yang rendah serta hanya Wajib Retribusi
mejayani masyarakat di Daerah ybs 4. Layak dikenakan retribusi
Objek dan dasar pengenaan pajak 5. Sesuai dengan kebijakan nasional nJ
tidak bertentengan dengan 6. Dapat dipungut secara efisien da
kepentingan umum efektif serta potensial, dan
Objek bukan merupakan objek pajakl 7. Meningkatkan kualitas pelayanan
Prqpinsi atau Pusat
Potensinya memadai Jasa Usaha:
Tidak memberikan dampak ekonomi 1. Bersifat jasa usaha, dan
negative 2. Pelayanan swasta belum memadaj
Memperhatikan aspek keadilan, dan atau terdapat asset yang belum
Menjaga kelestarian lingkungan optimal dimanfaatkan

Perizinan Tertentu:

1. Kewenangan Daerah

2. Perizinan benar-benar diperlukan
guna melindungi kepentlngan umum,
dan

3. Biaya penyelenggaraan izin dat:i

penanggulangan dampak negatif da
izin cukup besar

Jenis izin yang dapat dikenai retribusi sebagaimana digolongkan dalam
triblisi Perizinan Tertentu telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan
metintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai peraturan
lakdanan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang memerintahkan
hwa penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan

triblisi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai
ngah Pasal 4 ayat (2) Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,

Retribusi lzin Gangguan;
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Reffibusi Izin Trayek. .
nurl ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001

k Hersifat absolut, hal ini tercermin pada ketentuan Pasal 6 BAB VI tentang
ribdsi Lain-lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang
nyatakan bahwa :

elain jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dengan
atufan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang
tapkan dengan Undang-undang” .

Dampak dari ketentuan Pasal 6 BAB VI tentang Retribusi Lain-lain dalam
atutan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka setiap
ntah Daerah Kabupaten/Kota banyak menetapkan kebijakan berupa

alam dunia usaha pengaturan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah
iperlukan guna mengatur dan mengendalikan aktivitas seseorang agar tidak
ngganggu hak dan/atau kebebasan orang lain, namun pengaturan perizinan
;ebyt tidak tumpang tinggi kewenangan dan substansinya atau semata-mata
smijangkan untuk menarik sejumlah uang sebagai upaya meningkatkan
xdapatan Asli Daerah. Pengaturan perizinan tersebut akan mengganggu iklim
iha yang kondusif dan dapat mengurangi aktivitas usaha, mulai dari menghambat
sstasi sampai pada tutup atau perginya investasi ke daerah atau Negara lain.

erhadap keadaan tersebut Pemerintah telah menetapkan kebijakan berupa
igawasan terhadap Peraturan Daerah yang akan mengatur penetapan perizinan.
dasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
-atufan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan tersebut dilakukan

lalul 2 kegiatan yaitu

Evgluasi

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah
dap rancangan peraturan kepala daerah untuk mengetahui bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

26

LAPORAN PENELITIAN PELAYANAN PERIZINAN DALAM... LILIK PUDJIASTUTI




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Evaluasi ini merupakan pengawasan preventif yang dilakukan oleh pemerintah
at\ru pemerintah provinsi terhadap rancangan peraturan daerah tentang
ARBD/perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang
rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/penjabaran
perubahan APBD, baik rancangan peraturan daerah provinsi maupun rancangan

turan daerah kabupaten/kota.,

Klgrifikasi

Kidrifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap -peraturan daerah dan
pefaturan kepala daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan
u um dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Klarifikasi
merupakan pengawasan represif yang dilakukan oleh pemerintah atau
pemerintah provinsi terhadap peraturan daerah yang telah - ditetapkan ‘oleh
pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah
kabupaten/kota. Pengawasan ini dapat dikatakan sebagai upaya pengujian
terhadap peraturan daerah.

Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan.peraturan kepala
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
intahan Daerah dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.

era
me
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Vlekanisme Penc . Raperda Provinsi

Pemda Mendagri Tim Evaluasi
—c 4
> Meneriman
Raperda PDRD R ( i rﬂ
| g F iy " Meneriman Salinan Raperda
= lSalinan Raperda|
(g
[ ]
-2
=
| o No
= < Hasil Menerima
- Evaluasi Hasil Kajian
[ |

E;lyempurnaaD G““ '5"3'“@ ( u;l;\;a\ )

)iy

lasan bagan:

ubemur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBDIPerubahan
PBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah paling lama 3
iga)| hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk
incgngan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan
PBI) kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat evaluasi,

ntuI1 mengevaluasi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi, Menteri

alam Negeri membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan
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nteri Dalam Negeri. Tim evaluasi terdiri dari komponen lingkup Departemen

Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan/atau Menteri yang membidangi Urusan
Tata Ruang. )

il evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi dilaporkan oleh tim evaluasi
unfuk dijadikan bahan perimbangan penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Mdnteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan
dimaksud; ,

Gubernur menindaklanjuti hasil evaluasi paling lambar 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya hasi evaluasi;

Apabila Gubernur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan menetapkan
rajcangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, maka Menteri Dalam
Negeri akan membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur teréebut
dephgan Peraturan Menteri.

Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil
evaluasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui tim pemantauan
yahg ditetapkan dengan Keputusan Menteri Calam Negeri. Anggota tim
pemantauan terdiri atas komponen lingkup Departemen Dalam Negeri sesuai

kebutuhan.
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Mekanisme Pens  « Raperda Kab/Kota

Pemkab/Pemkot Gubernur Tim Evaluasi
=
» | Meneriman
Raperda PDRD - [ s ]
[ ] [ * Meneriman Salinan Raperda
- . lSalinan Raperda -
-
| |
-
r <
[ g
&R
- <
|
e B
= [ Penyempuriaan
-
| |

njelasan bagan:

Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota
terftang APBD/perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rancangan
tath ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan
befsama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan bupati/walikota tentang
pepjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubernur untuk
mendapat evaluasi;
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Urttuk melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota

sebagaimana dalam nomor 1, Gubernur membentuk tim evaluasi dengan
kebutusan Gubemnur. Tim evaluasi terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) sesuai kebutuhan;

Ti
kabupaten/kota kepada Gubernur untuk dijadikan bahan keputusan Gubernur;
Khusus untuk rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah, retribusi

evaluasi melaporkan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah

dakrah dan rencana tata ruang, Gubernur dalam melakukan evaluasi terlebih
dahulu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan/Menteri yang membidangi
urgsan tata ruang melalui Menteri Dalam Negeri.

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah
kabupaten/kota kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut; |
Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
nomor 5 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dierimanya hasil evaluasi;
Appbila BupatiWalikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap
meanetapkan menjadi peraturan daerah atau peraturan BupatiWalikota, Gubermnur
membatalkan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati/Walikota tersebut
depgan peraturan gubernur.

Gubernur melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil evaluasi peraturan
daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota melalui tim pemantauan
yahg diteiapkan oleh Keputusan Gubernur. Anggota tim pemantauan terdiri atas

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kebutuhan.
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Mekanisme  ifikasi Perda

Pemda . Mendagri Tim Klarifikasi Pihak Lain

7 S P L L L T T L L L DL bl e ekadadodd = M -
| Perda PDRD - 'l Meneriman l Saﬁnn:: ::r':la I
g ) V Meneriman Salinan Perda
- . ISalinan Perdal
[ od | _ | Mengirimkan
| ‘ .-:l Salinan Perda I

hocamssmmecame s am oo am e

SK Pembatalan

)iy

njel

san bagan:

Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan peraturan daerah provinsi,
kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi;

Untuk melakukan klarifikasi, Menteri Dalam Negeri membentuk tim klarifikasi
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Keanggota tim
Kiarifikasi terdiri atas komponen lingkup Departemen Dalam Negéri sesuai

kel
Tin
da

utuhan.
1 klarifikasi melaporkan hasil klarifikasi peraturan daerah dan peraturan kepala
brah kepada Menteri Dalam Negeri dalam bentuk berita acara;
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Hasil Klarifikasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri;

Terhadap hasil kiarifikasi atas peraturan daerah yang bertentangan dengan
kepentingan umum’”dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
maka Menteri Dalam Negeri menggunakan hasil tersebut sebagai bahan usulan
kgpada Presiden untuk melakukan pembatalan.

Tgrhadap Klarifikasi atas peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan
kelpentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundangan yang lebih
tinggi, maka Menteri Dalam Negeri mengguna_lkan hasil laporan tersebut sebagai
bghan pembatalan peraturan kepala daerah.

Dalam proses pengawasan secara fepresif, dimana pemerintah setelah
enilali bahwa peraturan daerah yang disampaikan telah bertentangan dengan
pentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka
merjntah dapat menetapkan Keputusan pembatalan yang ditetapkan dalam bentuk
ratyran Presiden dan paling lambzt 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya
raturan dasrah tersebut. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan,

pald daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan
anjytnya bersama DPRD wajib mencabut peraturan yang dimaksud. Apabila
mernntah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan peraturan
erah}, maka peraturan daerah tersebut dinyatakan berlaku.

Dalam melaksanakan tindaklanjut dari klarifikasi atau pembatalan peraturan
erall dan/atau peraturan kepala daerah maka dilakukan pemantauan. Menteri
lam| Negeri berwenang melakukan pemantauan terhadap tindakianjut hasil
wiﬁjasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pengawasan
berrjur atas peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota.
marijtauan oleh Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh Tim Pemantauan yang
stapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Gubemur melakukan

mantauan terhadap tindaklanjut hasil klarifikasi peraturan daerah kabupaten/kota
n peraturan bupati/walikota. Kewenangan Gubernur dalam melakukan
mantauan dilakukan oleh tim pemantauan yang ditetapkan dengan Keputusan
ibernur.
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Terhadap hasil evaluasi yang berbentuk pembatalan, apabila pemerintah

tidak menerima keputusan pembatalan, maka pemerintah daerah dapat

:ngajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.' Mekanisme pembatalan
ratUran daerah dapat digambarkan dalam skema di bawah ini :

Keberatan Pemda Atas

Pembatalan Perda
(Judic:.  Review)
No. UU No. 32 Tahun 2004 UU No. 1 Tahun 2004 & Perma No. 1
) Tahun 2004
1. | Daeran yang tidak dapat MA mempunyal wewenang untuk
menerima keputusan menguji peraturan per-UU-andi
pembatalan Perda dapat bawah UU
mengajukan keberatan Permohonan uji materi) akan
kn:xada Mahkamah Agung menghasilkan amar putusan yang
( ) menolakatau menerima
permohonan ujl material
.. | Pengajuan keberatan Permohonan keberatan diajukan
* | merupakan upaya hukum dalam tenggang waktu 180 hari
terakhir dan diajukan sejak ditetapkan peraturan
selambat-lambatnya 15 harl perundang-undangan yang
setolah adanya keputusan bersangkutan.
pembatatan

:mu

mekanisme tata cara klarifikasi yang bersifat represif ini, masih menimbulkan

bergpa masalah, yaitu : |

Depgan batasan waktu yang cukup singkat (7 hari) untuk menyampaikan
peraturan daerah ke pemerintah, hal ini membawa dampak tidak seluruh daerah
mepyampaikan keseluruhan peraturan daerah yang telah ditetapkan, sehingga
hanya 40% peraturan daerah yang disampaikan ke pusat.’®

Pengawasan represif yang hanya dilakukan oleh pemerintah pusat akan memberi
behan yang cukup berat bagi pemerintah pusat untuk mempelajari seluruh
peraturan daerah seluruh wilayah Republik Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 15

ay

t (3) Undang-undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa batas waktu

badi pemerintah untuk menyatakan pembatalan hanya 60 hari, apabila

pen

herintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pembatalan, maka

31bid, h. 18
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peraturan daerah dinyatakan berlaku. Hal ini tidak menghasilkan pengawasan
yang optimal.

Tidak adanya aturan yang tegas bagi pemerintah daerah yang tidak segera
memenuhi kewajiban untuk mencabut peraturan daerah yang dinyatakan batal

olelh pemerintah mengakibatkan banyak daerah yang tidak mentaati keputusan

pembatalan oleh pemerintah.

del Pelayanan Perizinan
engaturan perizinan yang dapat menghambat pengembangan dunia usaha
Kk hanya disebabkan oleh substansi dan kewenangan penetapan izin, tetapi juga
sed{ir dalam menetapkan izin. Prosedur merupakan salah satu unsur keabsahan
lakah pemerintah dalam menetapkan izin, sehingga pengaturan prosedur yang
i3 dan tidak berbelit-belit merupakan syarat bagi keabsahan pengaturan izin.
ngatbran prosedur penetapan perizinan berkaitan juga dengan mekanisme
ayanan publik.
ebagai realisasi dari good govemance, maka terdapat beberapa elemen
sar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
liput| :

Urusan Pemerintahan (Function)

Kelembagaan (Institution)

Parsonil (Personnel)
uangan Daerah (Local Finance)

Parwakilan (Representation)

Pellayanan Publik (Public Service)

Pengawasan (Control/Supervision)
nata@an ketujuh elemen dasar ini harus sistematik dan tidak parsial. Dengan
mikay adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan
arah | dan desakan globalisasi, maka perlu diadakannya reformasi dalam
\ayanﬁn publik.
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Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi pelayanan publik, salah
lunya melalui efisiensi dan efektifitas birokrasi. Kebijakan ini dilakukan dengan
inetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
rangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

sar| pertimbangan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

alahj:
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum banyak yang
melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dengan alasan
adanya kendala dalam melaksanakan, baik kendala kewenangan dan organisasi;
Bapyaknya Pemerintah daerah yang memiliki jumlah perangkat daerah yang
mejebihi kebutuhan dan anggaran, sehingga tidak penataan organisasi perangkat
dagrah tidak bersifat efektif, effisien dan rasional;

eberapa pemerintahan daerah organisasi memiliki nomenklatur yang tidak
serpgam dan kurang optimalnya kinerja staf; '

gaturan perangkat lain belum jelas, seperti rumah sakit, pengelolaan
keuangan daerah;

Banyak daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah belum
da
pemerintahan yang bersifat pilihan sesuai dengan potensi dan sektor unggulan

at dikembangkan, sehingga perlu penataan urusan penyelenggaraan

masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya
dadrah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
rangkat Daerah telah mengatur ketentuan mengenai belayanan perizinan.

tentlian tersebut terdapat pada Pasal 47 yang menyatakan bahwa :

. Uptuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang
perizinan yang bersifat lintas sektor, gubernur/bupati/walikota dapat membentuk
unit pelayanan terpadu.

. Ufit pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
gdbungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi
perizinan.

. Unit pelayanan terpadu didukung oleh sebuah sekretariat sebagai bagian dari
pgrangkat daerah.
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Pgdoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu ditetapkan oleh
Ménteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan
urisan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

eraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
srah, di bidang pelayanan perizinan hanya mengatur tentang kewenangan
emfr/bupatiiwalikota untuk membentuk Unit Pelayanan Terpadu sebagai lembag
g memberikan pelayan perizinan kepada masyarakat, namun operasional
smbagaan tersebut agar berfungsi secara optimal diserahkan pada kemampuan
rah |masing-masing. Dari beberapa praktek pembentukan lembaga pelayanan
izingn yang berbentuk Dinas, Kantor, atau badan masih banyak yang belum
mal] Kendala pelayanan perizinan tersebut disebabkan oleh :
Adanhya ketentuan izin berantai, dimana terdapat izin yang dijadikan prasyarat
untuk mengajukan izin berikutnya, misalnya untuk mengajukan Izin Gangguan
salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah kepemilikan 1zin Mendirikan
Bangunan. Keadaan ini dapat memperpanjang prosedur dan memerlukan waktu

yang cukup lama;

Pelaksanaan perizinan satu pintu seringkali dilakukan untuk permohonan yang
sudgh lengkap, sedangkan persyaratan pengajuan izin memeriukan rekomendasi
dan | perlengkapan lain yang berada dalam kewenangan lembaga lainnya,
sehihngga pelaksanaan satu pintu hanya pada produk akhir, sedangkan
prosedurnya tetap memerlukan lembaga lainnya.

Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahl.iﬁ 1997 sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah memberi peluang kepada daerah untuk menetapkan izin
sebdgai saran untuk menarik dana dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli
Daetah, sehingga ada pergeseran paradigma tentang fungsi izin, yaitu bukan
untuk kepentingan umum tetapi untuk meningkatkan PAD;

Prosedur peroleh izin tidak memberi peluang bagi masyarakat untuk mengajukan
inspraak (keberatan), sehingga transparansi belum optimal;

Adarjya pengaturan tentang izin bersyarat, dimana dalam keputusan izin terdapat
ula bahwa izin sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila melanggara
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stertuan. Hal ini memberikan ketentuan kabur, sehingga keputusan izin seakan-
kan ftidak menjamin asas kepastian hukum (akuntabilitas).

Déngan kelemahan tersebut, maka pengaturan pelayanan ‘perizinan harus
bahprui melalui :

spek hukum
eteftuan hukum yang mengatur perizinan wajib berbentuk Peraturan Daerah

ang | substansinya memuat tentang wewenang, subtansi izin dan prosedur

ilakikan analisa terhadap perizinan yang eksisting di daerah dengan
1enefapkan ACSD yang dijabarkan sebagai berikut :
ARolish, yaitu pehghapusan izin terhadap jenis-jenis izin yang menmiliki
tujuannya bukan untuk kepetingan umum; - '
Cqmbine, yaitu penggabungan terhadap beberapa izin yang memiliki maksud
tujuan yang sama;
Simplify, yaitu penyederhanaan terhadap prosedur perolehan izin, khususnya
tefthadap izin yang menjadi prasyarat untuk terbitnya izin lain;
Ddcentralize, yaitu pelimpahan kewenangan untuk penerbitan izin kepada
baga yang lebih dekat dengan masyarakat (kecamatan);
\spek Manajemen .
Ddlam prosedur penerbitan izin harus didukung dengan aplikasi Teknclogi
Informasi, Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE), dan penataan SDM;
Perlu ditetapkan standar pelayanan perolehan izin dengan mengacu pada
Standart Pelayanan Minimal; dan
PeJayanan perizinan harus mengaplikasikan transparansi, partisipasif dan
akuntabilitas; dan
Penyederhanaan izin tidak hanya pada pengurangan waktu tetapi juga
pephggabungan perolehan izin yang saling berkaitan. Hal ini dapat
di%ambarkan dalam table berikut ini:
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KEGAIATAN USAHA INDUSTRI NON JASA
No EXISTING USULAN
Jenis lzin Waktu - Jenis 1zin Waktu
1. || Persetujuan Prinsip 14 hari Persetujuan  Prinsip, | 60 hari
2. || 1zin Lokasi 12 hari Izin Lokasi, IMB, lzin
3.1 IMB 14 hari HO diproses bersama-
4. || 1zin HO 33 hari sama karena saling
5. || AMDAL/UKL & UPL 75 hari berkaitan
6. || Setelah  membangun Setelah membangun
pabrik dan sarana untuk pabrik & sarana untuk
siap produksi sipa produksi
7. || 1zin Usaha Industri 35 hari Izin Usaha Industri 30 hari
Jumlah 183 hari |Jumlah 90 hari
Perfyederhanaan prosedur perolehan izin yang dilakukan dengan

perjggabungan proses beberapa izin akan mengurangi waktu, biaya dan
tenaga dari lembaga pemberi izin serta instansi terkait, karena pertimbangan
darl instansi terkait dapat dilakukan secara bersamaan dengan hasil yang
lebih optimal.
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BAB VI
PENUTUP

SIMPULAN

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah dapat
menetapkan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
Salah satu kebijakan daerah untuk menunjang pembangunan dan
mengendalikan aktivitas warganya melalui mekanisme perizinan. Dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor ‘32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan terhadap penyelenggaraan
system penyelenggaraan daerah yang lebih banyak didasarkan pada asas
desentralisasi. Perubahan system penyelenggaraan daerah terpengéruh
terhadap system perizinan, dimana izin-izin yang ditetapkan oleh
Pemerintah telah diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi,
sehingga disebut perizinan daerah. Perubahan penyelenggaraan
pemerintahan ini membawa dampak terhadap iklim usaha didaerah, karena
banyak sekali peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota telah menjadi kendala terhadap pertumbuhan investasi.
Kendala kebijakan tersebut berupa banyaknya peraturan daerah yang
mengatur masalah perizinan dengan diikuti beberapa persyaratan, biaya,
dan jangka waktu yang relative lama.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombusdman dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan reformasi
birokrasi dalam pelayanan perizinan. Perubahan pelayanan perizinan
meliputi beberapa aspek, yaitu :
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1. Aspek hukum
Ketentuan hukum yang mengatur perizinan wajib berbentuk Peraturan

Daerah yang substansinya memuat tentang wewenang, subtansi izin

dan prosedur secara lengkap, karena ketiga aspek tersebut merupakan

unsur keabsahan tindakan pemerintah dalam menetapkan izin;

2. Aspek Sosial

Dilakukan analisa terhadap perizinan yang eksisting di daerah dengan

" menerapkan ACSD (abolish, Combine, Simplify, Decentralize);

3. Aspek Manajemen

- Dalam prosedur penerbitan izin harus didukung dengan aplikasi
Teknologi Informasi, Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE), dan
penataan SDM,;

- Perlu ditetapkan standar pelayanan perolehan izin deﬁgan
mengacu pada Standart Pelayanan Minimal; dan

- Pelayanan perizinan harus mengaplikasikan transparansi,
partisipasif dan akuntabilitas; dan

- Penyederhanaan izin tidak hanya pada pengurarigan waktu tetapi
juga penggabungan perolehan izin yang saling berkaitan.

SARAN

. Penyusunan Modul sebagai pedoman untuk membentuk peraturan daerah
/ang mengatur perizinan, agar pengaturan perizinan dapat dilaksanakan
ecara optimal dan tidak menjadi kendala bagi pertumbuhan ekonomi

ehingga tercapai kesejahteraan masyarakat;

embentukan organisasi perangkat daerah tidak perlu diseragamkan,
arena harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah yang
idasarkan pada analisis jabatan dana analisa beban pekerjaan. Dengan
emikian pembentukan instansi pelayanan perizinan tidak selalu
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hencontoh daerah lain, tetapi digunakan sebagai wacana bagi perbaikan

-

)elayanan perizinan.
pelayanan perizinan perlu didukung dengan perkembangan tenknologi

by
e @ | s

hformasi dalam relaisasi keterbukaan sebagai pelaksarfaan dari Undang-
ndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

==t
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